MAHKAMAH ONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS
Minta Golput Jadi Suara Sah, UU Pemilu Diuji

Jakarta, 18 Juli 2018 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Pasal 222 dan
Pasal 226 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada
Rabu (18/7) pukul 13.30 WIB dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi
dengan nomor perkara 61/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Partai Komite Pemerintahan Rakyat
Independen yang diwakili Dr. Sri Sudarjo, M.Pd dan Dianul Hayezi, SE.

Pemohon menguji Norma, yaitu sebagai berikut.

Pasal 222

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang
memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR
atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota
DPR sebelumnya”.

Pasal 226 ayat (1)

“Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah
ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu”.

Dalam permohonan, Pemohon menjelaskan bahwa dengan berlakunya ketentuan a quo Pemohon
mengalami kerugian karena tidak pernah bisa memilih maupun dipilih dan tidak pernah diakomodir
kemenangannya memilih untuk tidak memilih “golongan putih” (golput). Pemohon tidak mungkin memilih
partai — partai lainya yang tidak sesuai dengan Pemohon baik secara landasan ideologis, plaform
perjuangan, visi, misi, cita - cita dan tujuan. Pemohon juga menguraikan bahwa sikap golput, yaitu untuk
tidak memilih adalah pilihan sehingga sudah sepantas dan sepatutnya sikap tidak memilih apabila
menang harus dibuat regulasinya oleh KPU dan ditetapkan sebagai pemenang di dalam pemilihan
umum.

Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa warga yang “memilih untuk tidak memilih” secara
otomatis telah tergabung di dalam Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen pada setiap
pemilihan umum. Menurut Pemohon, setiap pemilih yang telah berumur 17 tahun atau yang belum
berumur 17 tahun tapi sudah menikah dan telah terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT), merupakan
suara sah nasional sehingga Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan
kemenangan terhadap pilihan rakyat untuk tidak memilih partai-partai lainnya. (Fitri Yuliana)
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